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BUPATI Bungo
PROVINSI gaAMB]

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

NOMOR 33 TAHUN 2024

= ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BUNGO

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

bahwa sehubungan dengan adanya tambahan Transfer Pusat ke
Daerah berupa dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor $-35/MK.7/2024 tentang
Penetapan Pemberian  Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih

Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024, sehingga Peraturan Bupati

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024perlu diuba h dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1T Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan LembaranN egara Republik
Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan
L.embaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-y
peﬂlbaflg;iinﬁ Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaab
asional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor -
Nomor 4421); 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Undang-
g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Le

!Fa:ﬂlt?;hﬁ IfZg*“a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
sebagaimana mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Undang No telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undan Nmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undans-
[Itmbagran Uglm 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Eh o ome, REpuity: nfaieas TNimE 2015 Nomor 58,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara _Pemcrintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republfk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 689 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Eg%?r 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 33 Tabun 2020 tcntang Standar Iarga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 112);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
197);
Peraturan Mente{'i Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114 );
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17. ot

Peraturan

. Me :

M"Sink‘mi. Km‘::‘(;irll(nl?m"m Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Dacrah Akasi, dan Nomenklatyr Perencannan dan Keuangan

(Berita Ne
Bara Republik In ' p .
Peraturan Me donesia Tahun 2019 Nomor 42);

Pedoman Tvk:mlil-:(;gnnl)‘;li;'ll r;l\“nnri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
i s enpelolann Keuan i s
Indonesia Tahun 2020 Nomor 17:-11#““ B vy

19. Peraturan M

Pedoman P'.cn'leri Dalam Negeri Nomor 15  Tahun 2023 tentang
Tahun An '“}Uﬁlltjnn Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Nomor 793{::“““ 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

18.

20. Peraturan Dacra

Susunan p
Kabupaten
dengan

h Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
crangkat Dacrah Kabupaten Bungo (Lembaran Dacrah
N Bungo Tahun 2016 Nomor 5) scbagaimana telah diubah
Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
S-usunr-m Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12):

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan

Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

22, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun
33)21-20’25 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomer

23. Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 33}, diubah schingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula
sebesar Rpl.577.459.105.180,24 bertambah sebesar Rp27.339.997.574,55 sehingga
menjadi Rp1.604.799.162.754,79 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapuatan dacrah

a. Semula Kpl 452,207 .601.586,24

L. Beruunbah Rp27.339.997.574,55

¢, Jumlah pendapatan daerab setelah perubahan Rpl.479.637.659,160,79
2 Delanja Dacrah

a. Semula RpL.577.459.105,180,24

b, Hertambah Rp27.339.997 574,55

v Jumluh belanja daerah setelah perubahan Rp1.604.799,162.754,79

3. Pembiayaan.....4

Dipindai dengan CamScanner



-4.
cmbiayaan daecral
a. Pencrimaan pem;
‘mbinyaan
1) Semula R ¢
. PI25.161.
;; Bertambah Rpo 0 0%:594.00
Jumlah penerim i
b I’cnp,clunrnl:lcpcn:Il?i::I::nTmlmwmn sctelah perubahan RPI25-”"'5"3'594'00
1) Semula Rp Rpo,00
jj Bertambah Rp0
Ju
. Jl}_]ml:::ll'll“h I]k.;)r}gclunmn pembiayaan setelah perubahan Rp Rp0,00
e lebi{ie n nlq:'nnn neto setelah perubahan Rp Rp0,00
pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

2. Diantara Pasal 2 dan P i
. asal 3 d ’ i 120
Diantara Pass 3dan bcﬁkm(: ilambahkan 2 Pasal baru yaitu Pasal 2A dan pasa

Pasal 2A

Pendapatan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp239.547.153.639,24
2) Berkurang Rp48.697.705.866,45
3) Jumlah pendapatan asli dacrah setelah perubahan 190.849.447.772,79
b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp1.201.620.888.247,00
2) Bertambah Rp52.650.726.441,00
3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahanRp 1.254.271.614.688,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp11.129.619.700,00
2) Bertambah Rp23.386.977.000,00
3) Jumlah lain-lain pendapatan
Rp34.516.596.700,00

daerah yang sah setelah perubahan

Pasal 2B

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja operasi
1) Semula Rpl.164.650.620.620,24
2) Berkurang Rp2.693.644.250,01
3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.161.956.976.370,23
b. Belanja modal
1) Semula R 186.233.657.479,00
2) Bertambah Rp26.543.613.000,00
3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp212.777.270.479,00
c. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp777.504.508,00
2) Bertambah Rp3.490.028.824,56
3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp26.554.393.811

a.Belanja transfer
1) Semula Rp225.797.382.573,00

2) Bertambah Rp0,00
3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp225.797.382.573,00

3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut: )
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Pasal 3

(1) U_raian lebih lanj
d_lmaksud dalam
tidak terpisahkan

ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
PaS‘c.‘ll 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran] Ring_;kasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan
. ) Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- Lampiranil : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo _
tAhggal 42November 2024 -
b warmit )

F
BUPATI BUNGO

of FURZIOL MM

(

MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal /2November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 34

/
PARAF HIERARKI
ASISTEN SEKDA
KABAG HUKUM . %
ANALIS HUKUM A4 7"
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